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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAIIAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000

TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPYI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian sccara nasional serta

terpenuhinya  jumlah dan muwu Pepawai Negeri  Sipil pada  satuan

organisasi nepara, dipandang perlu mengubah Perawran Pemerintah

Nohior 97 Tahun 2000 tentang FFormasi Pegawal Negert Sipil, dengan

PPeraturan Pemerintal;
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Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

o Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1974 (entang  Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Tembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah denpan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lemburan Nepara Tahun

1099 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 3890);

. Undang-undang Nomor 22 ‘Tahun 1999 tentang Peiserintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor 3839),

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tenang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1099 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5, PorGiurine ...
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3. Peratwran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 weitang Kewenangan

Pemerintah  dan  Kewenangan Propinsi  Sebagai Daerah Otonom -

(lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahun Lembaran

Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 entang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

7. Peraturan Pemerintgh Nomor 9 Tahun 2003 Lentang  Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberbentian Pegawai Neger] Sipil
(lLembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Negura Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan ;. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUVBAHAN ATAS
PERATURAN  PEMERINTA  NOMOR %7  TAHUN 2000
TENTANG FORMASI PREGAWAI NEGEER] SIPIL,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerinmh Nowor 97 Tahan 2000

lentung Formasi Pegawal Negeri Sipil dinbak, sebagat berikut

L. Ketentwan Pasal 1 diubah, schingga selurahny a nienjadi berbunyi

sebagal berikut :

“Pasal 1 ...
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“Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimeksud dengan

1.

Y

Formasi  Pegawai Negeri Sipil yang selanjuinya dis‘ebul dengan
formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawal Negeri Sipil
yang diperlukan dalam suatu satuan orpanisasi negara untuk
mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waku tertentu,
Pejabal Pembina Kepegawaian Pusat adaiet, Menteri, Jaksa
Agung, Pimpinan  Kesckretariatan  1embapa Kepresidenan,
Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan ]_c.-n';_}:_a:rz,g;,:--\ Femerintah Non
Depurtemen, 'Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggl/
Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika
Nasional serta Pimpinan Kesekretariaten Lembaga lain yang
dipimpin oleh pejabat struktural eselon I da.s bukan raerupakan
bagian dari Departemen/Lembaga Pemerininh Non Departemen.
Pejabat - Pembina  Kepegawaian  Daerals  Propinsi  adalah
Gubernur.

Pejabal Pembina Kepegawaian ucrah Kabupaten/Kota adalah

Bupati/Walikota."”

Ketentvan Pasal 2 diubah, schingga seluruhnya menjadi berbunyi

sehirgai berikut

“Pasal 2

(1) Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional setiap  tahun

anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara, seteinh memperhatikan
pendapat Menteri Kevangan dan pertimbangan Kepala Radan

Kepegawaian Negara,

(2) Formasi ..,
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Formasi Pegawai Negeri Sipil socara nasional werdir] dari :

a4, Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat.

b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Dacrah.”

Ketentuan Pasal 3 diubaly, sehingpa selurulmya mienjadi - berbunyi

sebagal berikut

—
D

“Pasal 3

(1) Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untik Masing-masing satuan
organisasi Pemerintah Pusat setiap ahun anpgaran ditetapkan
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara selelah mendapat pertimbangan dari Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing
satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kubupaten/Kota
setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-
masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di hidang pendayagunagn aparatur negara,
berdasarkan  pertimbangan dari Kepala Badan  Kepegawaian
Negara,

Penctapan dan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusal
dan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebzeaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarikan usul dari -

a. Pcjabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan

L. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yane dikoordinasikan

oleh Gubernur.”

Pasal 11

Peraturan Pemerintab inl walai berlaku pada tanggal divndangkan,

Apar ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahken pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEK ARNOPUTRI

Diundangkan di Jakaria
pada tangpal 3 November 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
ok k”‘,"' Hukum dan
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAY NOMOR 97 TAHUN 2800
TENTANG FORMASY PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Sesuai dengan ketenwian Pasal 15 Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tenlang
Pokok-pekok Kepegawaian sebagaimana telah divbah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999, disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil
yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka wak: iertentd berdasarkan

jents, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan,

Sejalan dengan - hal tersebut dan dalam rangka perencanaan kepesgawaian secara

nagiongl serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada satuan
organisasi  Negara, sesual dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus
dilaksanakan, maks formasi Pegawal Negeri Sipil secara nasional ditetapkan setiap
ahun angearan. Sclanjuloya, herdasarkan formasi Pepawar Neperd Sipil sceara
nasional tersebui ditetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil untuk masing-masing
satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsiziabupaten/Kota

sesuai denpan kebutuhan.

Penetapan dan perselujuan penetapan  Formasi Peg;}'mrai Negeri Sipil Pusat dan
Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu kesawan Formas! Pegawai Negeri
Sipil secura nasional tersebut didasarkan atas usul Pejabat Pen.cing Kepegawaian
Pusat, Pejabal, Pembina chégawaian Propinsi, dan Pejabai Pombing Kepegawaian
Kabupaten/Kota

Dalam ...
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Dalam  Peraturan Pemerintah ini, Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan
Kesekretarintan Lembaga Kepresidenan adalah Sekretaris Negaro. Pada saar ini,
Kesekretariatan  Lembaga Kepresidenan dimaksud adalab  Sciretariat Negara,
Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sckretariat Militer, dan Sekretariat Wakil
Presiden. Sedangkan Pejabat Pembina Kepepawalan untuk Kesekretariatan Lembaga
lain yang dipinipin oleh Pejabatl Struktural Eselon 1 dan bukan merupakan bagian dari
Departemen/Lembaga Pemerintah Non  Departemen adalah Pimpinan Lembaga
Kesekretariatan dimaksnd, misalnya Sekretariat Jenderal Xomisi Nasional Hak Asasi
Manusia, Pejabut Pembing Kepepawaiannya adalah Sckretaris Jenderal Komisi

Nasional ik Asasi Manuosia,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Avat (1)
Dajam ketentuan ini yang dimaksud dengan Formasi Pegawal Negeri Sipil
secara nasional adalah jumlah dan susunan Pegawai Negerd Sipil secara
nasional  yang  diperlukan  untak  menyelenggaikan tgag-tupas
pemerintaban dan pembangunan  dalam  satu tahun angparan  yang
penciapannya dilakukdan dengan memperhatikan kemanpnan angparan yang

tersedia,

Ayat (2)
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Ayal (2)

Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1]

Khusus unwk penetapan formasi Pepawai Negeri Sipi! i luay negeri, juga

memperhatikan pertimbangan Menteri Loar Negeri.

Avyal (2)

Formasi untuk suatu satuan organisast Pemerintah Daciak hagi -
a. Propingi ditetapkan oleh Gubernur;
b. Kabupaten ditetapkan oleh Bupati; dan

e Kota ditctapkan oleh Walikota,

Ayat (3)

Usul pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat disampaikan oleh
Pejubat Pembina Kepegawaian Pusal yang bersangkuiar kepada Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

Kepala Badan Kepegawajan Negara,

Usul  pengajuan  Formasi  Pegawal  Negeri  Sipit  di  lingkungan
Kesckretariatan - Lembaga  Kepresidenan  disampakan  oleh  Sekretaris
Nepara kepada Menteri yang bertanggung jawab di hidang pendayagunaan

aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negasa.

Usul pengajuan formasi Pegawai Negerd Sipil Daerah Propingt disampaikan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Dacrah Propinst wang bersangkutan
kepada Mentert yang bertanggung jawah di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan chalh Badan Kepegawaian Negara,

Usu! ...
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Usul pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil Daeren Kabu paten/Kota
. ] !

disampaikan oleh Pejabal Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota

yang, bersangkutan kepada Menter yang bertangeung jawab di bidang

pmmwnguncrm aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

. melalul Gubernur selaku wakil Pemerintal,

Gubernur dalam mengajukan usul formasi I’c*p N gl Sipil Daergh

dibuag seeara kolektif dengan merinei jumlah iom asi yang dibutuhkan oleh

Pemerintah - Dacrah Propinsi dan masing- mfmm. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (i lingkungan Propinsi yang bersanglkwar sesuai dengan
yang diusulkan olel) Pejabat Pembina Kepegawaian Loorah Kabupaten/

Kota. Dengan demikian, Gubernur (idak dipal mengubah jumlah usyl

formasi yang  diajukan oleh Pejabat  Pembina Kepogawaian  Daerah
Kabnpaten/Kota,

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4332



